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BAB IV 

PENUTUP 

4.1 Kesimpulan  

Persoalan korupsi di Indonesia hingga saat ini masih marak terjadi dan 

menjadi perbincangan yang belum menemukan jalan keluar terbaik untuk 

memberantasnya karena mengingat bahwa korupsi sudah dianggap sebagai sebuah 

kebiasaan yang membudaya. Semakin praktik korupsi membudaya, maka semakin 

bertambah pula kerugian-kerugian yang dialami negara baik dalam pada bidang 

ekonomi, politik, hukum, maupun dalam bidang moral. Berhadapan dengan 

persoalan korupsi yang terjadi, Indonesia telah mengeluarkan regulasi yang 

mengatur definisi korupsi dan bentuk-bentuknya yang termuat dalam Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 pasal 2 dan 3 juncto Undang-Undang Nomor 20 

tahun 2001. Regulasi telah secara tegas melarang praktik korupsi dengan 

menerapkan hukuman berupa penjara dan denda, namun hal tersebut tidak 

dipandang sebagai suatu yang mengikat sehingga korupsi terus berlanjut dilakukan. 

Selain negara, Gereja juga melihat realitas korupsi di Indonesia sebagai 

sebuah persoalan serius karena bertentangan dengan ajaran moral kristen. Gereja 

berusaha menerangkan persoalan tersebut dalam sudut pandang ajaran moral 

kristen dilengkapi dengan prinsip-prinsip moralnya sehingga masyarakat yang 

beragama kristen (tidak menutup kemungkinan bagi masyarakat yang beragama 

atau berkeyakinan lain) mampu secara baik memahami dan menghindari diri dari 

praktik korupsi. Karena itu, persoalan korupsi di Indoensia secara eksplisit 

merupakan sebuah praktik yang bertentangan dengan kehendak Allah. 

 Berpedoman pada ajaran Kitab Suci Perjanjian Lama, secara implisit dapat 

dikonklusi bahwa korupsi di Indonesia dipandang sebagai tindakan yang 

bertentangan dengan karakter Allah dan kedaulatan Allah. Menerima suap demi 

tujuan dan kepentingan diri sendiri serta mengabaikan nilai kebahagiaan 

masyarakat miskin karena menyalahgunakan kuasa, merupakan dua hal yang 

menunjukkan korupsi sebagai hal yang menentang karakter dan kedaulatan Allah. 

Selain itu, korupsi dipandang sebagai tindakan yang merusak keadilan sehingga 

mengorbankan masyarakat Indonesia. Keadilan yang sekiranya dialami secara 
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merata oleh masyarakat Indonesia harus mengalami ketidakseimbangan karena 

praktik korupsi, sehingga masyarakat sendiri harus dikorbankan demi memenuhi 

tuntutan keinginan untuk menjadi lebih kaya dan lebih berkuasa dari pihak pelaku 

korupsi. Korupsi juga dipandang sebagai praktik penyalahgunaan terhadap jabatan. 

Jabatan yang seharusnya dimanfaatkan demi mewujudkan kemakmuran dan 

kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia harus disalahgunakan demi kepentingan 

para koruptor dan kelompok ekslusifnya.  

Melalui ajaran Kitab Suci Perjanjian Baru, secara implisit korupsi di 

Indonesia dapat dipandang sebagai tindakan yang merampas hak masyarakat dan 

menipu masyarakat. Korupsi merampas hak untuk hidup baik dan bahagia dari 

masyarakat, secara khusus masyarakat miskin yang pada prinsipnya menginginkan 

hak untuk hidup secara layak. Selain itu, korupsi merupakan bentuk penipuan 

terhadap masyarakat dan secara fundamental sebagai tindakan pendustaan terhadap 

Allah. Para koruptor berdusta terhadap Allah karena lebih mementingkan janji 

kepada pribadinya sendiri untuk memperkaya diri sendiri, daripada mementingkan 

janji kepada Allah untuk membawa masyarakat Indonesia kepada kehidupan yang 

baik dan layak. 

Dalam sudut pandang hukum dekalog, korupsi di Indonesia secara eksplisit dapat 

dipandang sebagai tindakan kejahatan karena menyangkut tindakan mencuri uang 

masyarakat. Artinya bahwa perbuatan mencuri itu secara tidak langsung merupakan 

bentuk pengabaian terhadap hak masyarakat untuk memperoleh keadilan dan 

kelayakan hidup, pengabaian terhadap kehidupan ekonomi masyarakat, pengabaian 

terhadap keutuhan ciptaan, dan pengabaian terhadap Allah dan sesama. Korupsi 

dipandang sebagai tindakan yang bukan hanya mengingkari janji terhadap 

masyarakat tetapi merupakan perbuatan yang mengingkari sumpah yang diikrarkan 

di hadapan Tuhan. Korupsi juga dipandang sebagai tindakan  menginginkan 

kepunyaan orang lain, dalam pengertian bahwa nafsu membuat para koruptor di 

Indonesia menjadi serakah sehingga mengambil anggaran yang ditujukan bagi 

masyarakat. Karena itu, melalui pandangan Bulla Misericordiae Vultus, secara 

eksplisit korupsi di Indonesia dipandang sebagai dosa berat karena menyerang 

langsung sendi-sendi dasar kehidupan pelaku dan kehidupan sosialnya. 
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4.2 Usul – Saran 

Korupsi bukan lagi menjadi hal baru di negara Indonesia. Korupsi menjadi 

momok yang sulit terbendung dan semakin marak terjadi di Indonesia hingga saat 

ini. Pihak-pihak yang berwenang dalam menuntaskan korupsi di Indonesia telah 

berusaha untuk meminimalisir dan memberantasnya. Kenyataan justru memiliki 

jawaban sebaliknya di mana perjuangan itu belum secara maksimal terealisasi 

karena korupsi masih terjadi. Oleh karena itu, penulis menawarkan beberapa usul 

dan saran kepada pelbagai pihak yang terlibat dalam persoalan tersebut, yang 

sekiranya menjadi sumbangsih dalam meminimalisir persoalan korupsi di 

Indonesia. 

4.2.1 Bagi Pihak Gereja  

Korupsi dalam perspektif ajaran moral kristen dipandang sebagai tindakan 

yang menentang kehendak Allah, dan pada prinsipnya Gereja tentu telah 

menyaksikan dan menyadari kenyataan tersebut. Gereja tentu menyadari bahwa 

persoalan korupsi bukan hanya dilakukan oleh pihak-pihak yang beragama islam 

dan agama lainnya, tetapi dilakukan pula oleh para pelaku yang beragama kristen. 

Hal ini tentu menjadi bukti kemunduran atas eksistensi Gereja karena belum secara 

optimal mengajak dan mengayomi anggotanya untuk bertindak sesuai dengan 

ajaran moral Gereja yang merupakan representasi dari kehendak Allah. Karena itu, 

penulis mencoba untuk menawarkan usul dan saran yang dapat dijadikan sebagai 

tindakan preventif dan kuratif dalam mencegah dan menghadapi terjadinya korupsi.  

Pertama, sebagai langkah preventif, penulis menyarankan agar pihak Gereja 

dapat menggunakan kesempatan-kesempatan berfaedah seperti kesempatan 

berkotbah di gereja dalam Perayaan Eksritsi dan ibadat, kesempatan memberikan 

rekoleksi dan sosialisasi, dan kesempatan menyeringkan Kitab Suci, sebagai 

momentum untuk mengajak umat menghindari praktik korupsi dengan berpatok 

pada Kitab Suci dan dokumen-dokumen Gereja yang merupakan landasan moralitas 

gereja. Kedua, berhadapan dengan pelaku korupsi yang termasuk dalam anggota 

Gereja, penulis melihat bahwa Gereja secara umum cenderung menutupi persoalan 

korupsi tersebut. Penulis melihat bahwa tindakan itu sebagai salah satu cara Gereja 

untuk tetap mempertahankan martabatnya sebagai Institusi Ilahi. Menurut penulis, 
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cara ini merupakan tindakan yang jahat dari pihak Gereja karena akan berdampak 

pada terbentuknya habitus para anggota Gereja untuk terus melakukan korupsi. 

Oleh karena itu, sebagai langkah kuratif berhadapan dengan persoalan tersebut, 

penulis menyarankan agar pihak Gereja dapat terbuka terhadap publik dalam hal 

persoalan korupsi yang terjadi di tubuh Gereja, sehingga terbentuk rasa takut dalam 

diri anggota Gereja untuk tidak melakukan korupsi.  

4.2.2 Bagi Lembaga Pendidikan 

Lembaga pendidikan sebagai wadah pembentukan karakter, tentu memiliki 

peran sentral dalam penanaman nilai-nilai moral anak sejak dini hingga mencapai 

usia dewasa. Dalam konteks lembaga pendidikan secara khusus sekolah-sekolah 

kristen, penulis menyarankan untuk secara lebih serius memberi perhatian kepada 

pengajaran moral secara khusus moral kristen terhadap para siswa. Artinya bahwa 

materi mengenai moral kristen yang telah diajarkan dapat secara lebih lanjut 

dipertajam dengan menunjukkan contoh-contoh relevan yang bertentangan dengan 

ajaran moral kristen. Dalam kaitannya dengan korupsi, sebagai langkah preventif, 

penulis menyarankan agar sekolah-sekolah kristen dapat membuat satu mata 

pelajaran khusus tentang moral kristen seperti yang telah dilakukan di IFTK 

Ledalero. Penulis bermaksud untuk mengarahkan sekolah-sekolah kristen untuk 

mampu memberi perhatian secara sungguh-sungguh dalam mengajarkan nilai-nilai 

moral kristiani, seperti kebenaran, keadilan, cinta kasih dan solidaritas, kebebasan, 

kejujuran, tanggung jawab, dan nilai-nilai esensial lainnya agar sejak dini para 

siswa telah dibekali dengan pemahaman terhadap nilai-nilai tersebut. Hal ini 

bertujuan untuk menanamkan daya kristis para siswa terhadap persoalan-persoalan 

tidak bermoral, secara khusus terhadap praktik korupsi sehingga peluang bagi 

pencegahan terhadap praktik korupsi dapat dilakukan sejak saat ini.  

4.2.2 Bagi Instansi  Pemerintah  

Sejauh ini, korupsi yang terjadi di Indonesia sangat masif terjadi dalam 

instansi pemerintah. Berhadapan dengan realitas tersebut, sebagai langkah 

preventif, penulis menyarankan agar instansi pemerintah dapat menetapkan UU 

perampasan aset dan pemberian hukuman berat atau penjara seumur hidup kepada 

pelaku korupsi. Menurut penulis, kedua hal ini dapat secara perlahan menciptakan 
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rasa takut dalam diri setiap warga negara untuk tidak melakukan tindakan korupsi. 

Terhadap para pelaku korupsi, sebagai langkah kuratif, penulis menyarankan agar 

instansi pemerintah dapat membuka pusat pelayanan rehabilitasi bagi pelaku 

korupsi yang juga merupakan korban dari tindakannya. Pelayanan rehabilitasi ini 

mencakup terapi psikologis yang bertujuan untuk menghilangkan rasa trauma 

terhadap stigma masyarakat umum, sehingga dapat mengembalikan rasa percaya 

diri pelaku korupsi. 
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